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Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 1. S1 llmu Hukum.
Peru ndang-u ndangan. 2. Legal Drafter.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Prociuk Hukum Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengesahan, Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Pembahasan Raperda di DPRD. 1. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
2. Referensi Peraturan Perundang-undangan terkait.
3. Laptop / Komputer.
4. LCD Proyektor.

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Raperda tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan. Hasil pembahasan
2. Harmonisasi dan sinkronisasi dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih

tinggi dan/atau sederajat.



PELAKSANA MUTU BAKU
KET.NO. URAIAN PROSEDUR SKPD Bagian Tim Asisten Sekda Walikota KELENGKAPAN WAKTU OUTPUTPemrakarsa Hukum Asistensi Sekda

- Draf raperda draf1. SKPD pemrakarsa
- Naskah Akademikmengusulkan rancangan . - Berita Acaraperaturan daerah mula! T

Pembahasan Tim(raperda) melalui Bagian
Antar SKPDHukum.

- Nota Dinas
Laporan
Pembahasan Tim
Antar SKPD

2. Bagian Hukum menerima ..
dan memeriksa ­ Ikelengkapan ajuan ­raperda. Jika belum :lengkap dikembalikan ke
SKPD pemrakarsa, jika
sudah lengkap dilakukan
harmonisasi dengan Tim
Asistensi.

3. Bagian Hukum
melakukan harmonisasi '

dengan Tim Asistensi. I =[ IHasil harmonisasi

­disimpan Bagian Hukum.
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4. Setelah harmonisasi final,
Bagian Hukum membuat

1surat pengantar
permohonan persetujuan
raperda menjadi perda,
mengajukan permohonan ,.

II I I }-H> k~paraf Asisten Sekda, I 1
Sekda, dan tanda tangan
Walikota dilampiri hasil
harmonisasi.

5. Bagian Hukum
mengirimkan ke DPRD y,surat pengantar
permohonan persetujuan
raperda menjdai perda
dilampiri draft raperda [ selesai
dan naskah akademik.


